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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Letak
Kota Semarang terletak antara garis 6º50’ - 7º10’ Lintang
Selatan dan garis 109º35’ - 110º50’ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat
dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak,
sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah Utara dibatasi
oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian
Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis
pantai.
2. Luas Wilayah Kota Semarang
Luas wilayah Kota Semarang yaitu sebesar 373,67 km2 dan
merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota
Semarang sendiri terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16
kecamatan yang ada, kecamatan Mijen (57,55 km2) dan Kecamatan
Gunungpati (54,11 km2), sebagian  besar wilayahnya berupa persawahan
dan perkebunan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah
Semarang Selatan (5,93 km2) dan kecamatan Semarang Tengah (6,14
km2), sebagian besar wilayahnya berupa pusat perekonomian dan bisnis
Kota Semarang, seperti bangunan toko/mall,  pasar, perkantoran dan
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sebagainya. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sampai dengan akhir
Desember tahun 2015 sebesar : 1.776.618 jiwa, terdiri dari 885.804 jiwa
penduduk laki-laki dan 890.814 jiwa penduduk perempuan.
3. Penyebaran HIV/AIDS di Kota Semarang
Kasus HIV di Kota Semarang rata-rata mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Jumlah penemuan kasus pada tahun 2015 yaitu
sebesar 456 kasus. Data tersebut merupakan data kasus HIV yang
ditemukan di Kota Semarang dari laporan klinik VCT, sehingga bukan
hanya warga Kota Semarang namun juga luar wilayah Kota Semarang.
Sedangkan data untuk kasus HIV tahun 2015 untuk Kota Semarang saja
sebanyak 151 orang, dengan kondisi 51 orang sudah pada stadium AIDS.
Kasus HIV sendiri lebih banyak diderita oleh laki-laki yaitu
sebesar 55% dibandingkan dengan perempuan. Hal ini kemungkinan
disebabkan karena mobilitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan
perempuan sehingga resiko untuk terinfeksi HIV lebih besar sedangkan
untuk tahun 2015, antara laki-laki dan perempuan yang terinfeksi HIV
dengan perbandingan 58% dan 42%. Artinya bahwa kasus HIV sudah
banyak menyerang kaum perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga
sehingga perlu perhatian khusus karena ibu hamil yang terinfeksi HIV
dapat menularkan kepada anaknya. Selain itu selama tahun 2010 – 2015
kelompok umur 25-49 tahun diketahui paling besar terinfeksi HIV dengan
total sebanyak 1.528 kasus dan yang terendah adalah kelompok umur 5 –
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14 tahun yaitu sebanyak 21 kasus. Walaupun jumlah kasus HIV/AIDS
yang dilaporkan pada kelompok anak ini masih rendah jika dibandingkan
dengan orang dewasa namun anak sangatlah rentang tertular HIV/AIDS.
Tabel 3.1
Sebaran Kasus HIV dan AIDS
Per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2011 s/d 2016













1 Banyumanik 2 8 8 3 9 3 33
2 Candisari 2 8 4 15 12 4 45
3 Gajah
mungkur
8 8 3 3 5 6 33
4 Gayamsari 10 6 13 8 12 7 56
5 Genuk 2 13 17 0 5 5 42
6 Gunungpati 4 7 2 4 3 8 28
7 Mijen 0 3 6 1 0 3 13
8 Ngaliyan 5 6 12 7 6 6 42
9 Pedurungan 7 17 8 16 13 4 66
10 Semarang
Barat
8 17 21 12 16 13 87
11 Semarang
Selatan
7 17 6 11 2 6 49
12 Semarang
Tengah
3 11 11 3 13 11 52
13 Semarang
Timur
2 13 14 20 8 6 63
14 Semarang
Utara
6 21 18 19 19 14 97
15 Tembalang 10 9 17 9 19 10 74
16 Tugu 0 5 2 1 5 3 16
Tidak
diketahui
0 2 11 10 4 11 38
76 171 173 142 151 120 834
: Kecamatan dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi
: Kecamatan dengan jumlah kasus HIV/AIDS terendah
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebaran kasus HIV/AIDS di Kota
semarang pada tahun 2011 sampai dengan 2016, kecamatan tertinggi
52
dengan jumlah kasus HIV/AIDS adalah Kecamatan Semarang Utara
sedangkan kecamatan terendah dengan jumlah kasus HIV/AIDS adalah
Kecamatan Mijen.
B. HASIL PENELITIAN
Penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara
mendalam dan Observasi terhadap responden dan informant. Dimana
dalam penelitian ini terdapat 4 responden yang merupakan anak-anak yang
mengidap penyakit HIV/AIDS atau wali. Kemudian juga terdapat 4
informant terdiri dari  perwakilan komisi penanggulangan AIDS Kota
Semarang, Perwakilan Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Semarang,
Pendamping ODHA Dari Rumah singgah Aira, dan Perwakilan dari WPA
(Warga Peduli AIDS) Kota Semarang.
Tujuan dari dilakukannya wawancara dan observasi ini adalah
untuk memperoleh informasi dari para responden dan informant yang
berkaitan dengan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti
membuat janji terlebih dahulu dengan para responden dan
informantmengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan
penelitiansehingga tidak mengganggu aktifitas dari para para informant
atau narasumber. Selain itu, peneliti juga menjelaskan maksud dan tujuan
melakukan wawancara sekaligus membuat persetujuan untuk
diwawancarai. Berikut ini akan disajikan hasil wawancara yang sudah
dilakukan oleh Peneliti :
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1. Hasil Wawancara dengan Perwakilan dari Bidang Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota
Semarang
Wawancara dilakukan kepada perwakilan dari Bidang Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) karena bidang tersebut mempunyai
tugas dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan
serta mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian,
pemberantasan penyakit yang meliputi pengamatan penyakit,
pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penanggulangan
masalah kesehatan.
Saat wawancara, Perwakilan dari Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit (P2P) menyatakan bahwa kota semarang
memang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang
mendapatkan perhatian khusus atas perkembangan HIV/AIDS yang
cenderung semakin memprihatinkan, dimana jumlah kasus HIV/AIDS
rata-rata terus meningkat tiap tahunnya. Apalagi saat ini kasus
HIV/AIDS terhadap Ibu rumah tangga cukup tinggi, dan tidak
menutup kemungkinan dapat menularkan ke anak-anaknya jika tidak
dideteksi sedini mungkin.
Sebagai upaya perlindungan terhadap anak dinas kesehatan kota
semarang juga melaksanakan program pencegahan penularan HIV
dari ibu ke anak (PPIA). Dimana dalam Pelaksanaan program tersebut
dinas kesehatan kota semarang mengacu pada  Peraturan Menteri
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Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pencegahan
Penularan HIV dari Ibu ke Anak. Seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat
(2) bahwa “Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak dilakukan
melalui 4 prong/kegiatan, sebagai berikut : a. Pencegahan penularan
HIV pada perempuan usia reproduksi; b. Pencegahan kehamilan yang
tidak direncanakan pada ibu HIV positif; c. Pencegahan penularan
HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandung; d. Pemberian
dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif
beserta anak dan keluarganya.”
Perwakilan dari Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Semarang juga
menjelaskan bahwa layanan PPIA ini diintegrasikan dengan paket
layanan KIA, KB, Kesehatan Reproduksi, dan Kesehatan remaja di
setiap jenjang pelayanan kesehatan dalam strategi Layanan
Komprehensif Berkesinambungan (LKB) HIV dan AIDS dengan
ekspansi secara bertahap dan melibatkan peran swasta, LSM dan
Komunitas.
Beliau juga menegaskan bahwa saat ini memang belum ada
program ataupun peraturan khusus yang diberikan kepada anak-anak
Pengidap penyakit HIV/AIDS. Program - Program yang berjalan saat
ini adalah program yang diperentukan untuk Orang Dengan
HIV/AIDS (ODHA) yang didalamnya termasuk anak dengan
HIV/AIDS (ADHA). Selain itu kebanyakan program saat ini juga
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sebagai upaya Pencegahan dan Penularan HIV/AIDS di Kota
semarang.
Untuk perlindungan Hak anak Pengidap HIV/AIDS beliau
berpendapat bahwa hak-hak anak sendiri sebenarnya sudah diatur jelas
didalam undang-undang. Untuk pelaksanaannya sendiri dilapangan
mengenai pemenuhan perlindungan hak anak memang beliau
mengaku tidak begitu paham tapi beliau menegaskan bahwa ada
pendampingan oleh pihak LSM atau rumah singgah terhadap Orang
Dengan HIV/AIDS (ODHA). Selain itu jika berkaitan dengan
pemenuhan obat (ARV) saat ini sudah disubsidi secara penuh oleh
negara.
Ketika peneliti menyakan mengenai hambatan, perwakilan dari
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) menyatakan
bahwa hambatan terbesar saat ini adalah masih kurangnya kesadaran
serta kesukarelaan untuk melakukan tes HIV/AIDS. Dimana
kebanyakan kasus sudah ditemukan dalam stadium lanjut, sehingga
dalam upaya pencegahan dan pengobatan mengalami kesulitan. Selain
itu ketika seseorang sudah dinyatakan Positif HIV, mereka cendurung
terpuruk dan menutup diri karena merasa takut dengan pandangan
buruk orang lain jika mengetahui status kesehatannya saat ini.
Menutup diri inilah yang terkadang juga menghambat dalam
pengobatan.
56
2. Hasil Wawancara dengan Perwakilan dari Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang
Peneliti memilih Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagai
informant karena KPA merupakan Koordinator Penanggulangan
AIDS. Peneliti sendiri ingin mengetahui tentang kebijakan ataupun
peraturan yang digunakan sebagai upaya mengurangi dan
mengendalikan penyebaran virus HIV dan AIDS di Kota Semarang.
Sekaligus ingin mengetahui apakah ada kebijakan khusus yang
diberikan kepada anak dengan HIV/AIDS.
Saat peneliti menanyakan tentang tugas dari KPA Kota Semarang,
beliau menjelaskan bahwa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2007
Pasal 6 KPA mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi,
dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka
penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan
pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional;
b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di
Kabupaten/Kota;
c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan
sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan
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bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan
penanggulangan HIV dan AIDS;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing
instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi
Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan
HIV dan AI DS;
f. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV
dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
h. Mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS;
i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan
HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan
berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Sebagai upaya pelaksanaan dari tugas tersebut di Kota Semarang
sendiri telah dibentuk kelompok kerja yang langsung dipimpin oleh
KPA, kelompok kerja terdiri dari Dinas-dinas pemerintah, tokoh
masyarakat, LSM, dan Badan-badan pemerintah daerah. Selain itu
beliau juga menyatakan bahwaPerda No 4 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Semarang
merupakan titik balik dari segala upaya penanggulangan HIV dan
AIDS yang selama ini dilakukan di Kota Semarang. Adanya perda
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tersebut menjadikan kegiatan-kegiatan penanggulangan menjadi
bervariasi dari tahap penyusunan hingga pelaksanaan kegiatan hingga
pengawalannya. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan dan terdapat
pula dalam renstra ada beberapa kegiatan yang sangat menonjol yaitu
kegiatan 100% kondom, penambahan klinik vct dan ims, penyuluhan,
pembentukan warga peduli aids dan pokja lokalisasi, dan penambahan
fasilitas kesehatan bagi kelompok resiko”.
Selanjutnya ketika peneliti menanyakan terkait dengan program
pencegahan HIV/AIDS,  beliau menjelaskan bahwa sebagai upaya
pencegahan HIV/AIDS KPA melakukan program pencegahan dengan
cara melibatkan partisipasi masyarakat melalui WPA (Warga Peduli
Aids). WPA sendiri tugasnya adalah sebagi penjangkau dimana
kegiatan-kegiatan WPA yaitu melakukan Sosialisasi mengenai
HIV/AIDS  dengan harapan akan semakin tereliminasinya stigma dan
diskriminasi pada ODHA. Selain itu WPA sendiri juga bekerja sama
dengan tenaga kesehatan terlatih untuk melakukan VCT ketika
melakukan sosialisasi. Lebih lanjut ketika peneliti menyakan
mengenai apakah ada program khusus yang diberikan kepada anak
dengan HIV/AIDS, beliau menjawab saat ini memang tidak ada
program yang dikhususkan terhadap anak dengan HIV/AIDS.
Mengenai anak dengan HIV/AIDS perwakilan dari Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA) menjelaskan bahwa “sebenarnya tidak
hanya orang tua yang mempunyai peran terhadap perlindungan dan
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tumbuh kembang anak namun pemerintah dan masyarakat juga
berperan penting dalam kehidupan seluruh anak Indonesia tidak
terkecuali anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Kedudukan anak
sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa,
calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber
harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara
rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan kegiatan
seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan,
yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di
kemudian hari.”
“Walaupun seorang anak pengidap HIV/AIDS, ia tetap mempunyai
hak untuk hidup sekecil apapun kemungkinan baginya untuk bertahan
untuk tetap hidup. Keadaan anak dengan penyakit HIV/ AIDS tersebut
tidak bolah dijadikan alasan agar hak hidupnya dirampas oleh
siapapun.”
"Adapun perlakukan diskriminatif jika terjadi pada anak penderita
HV/AIDS, maka negara perlu memberikan perlindungan dan jaminan
terhadap anak pengidap HIV/AIDS, salah satunya dengan merevisi
atau menerbitkan peraturan perundang-undangan yang melindungi
anak pengidap HIV/AIDS dari segala tindakan diskriminatif,"
tuturnya. Selain itu beliau juga menegaskan sebenarnya sudah banyak
peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan
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perlindungan anak ataupun tentang pencegahan penularan HIV/AIDS.
Tetapi memang belum ada peraturan ataupun kebijakan yang
dikhususkan terhadap anak dengan penyakit HIV/AIDS.
Faktor yang menjadi hambatan saat ini adalah anggaran dana yang
terbatas untuk program menjangkau seluruh wilayah kota semarang,
Koordinasi yang belum sepenuhnya berjalan sehingga KPA sering
mendapat kesulitan dalam mengkoordinasikannya khususnya  pada
koordinasi Kelompok Kerja (Pokja), dan masih rendahnya tingkat
pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS yang mengakibatkan
stigma dan diskriminasi masih cukup tinggi. Msih tingginya stigma
dan diskriminasi ini yang malah mengakibatkan orang cukup enggan
melakukan tes HIV karena takut akan hasilnya yang positif.
3. Hasil Wawancara dengan Pendamping ODHA Rumah Aira
Semarang
Rumah Singgah Aira kota semarang merupakan salah satu Rumah
singgah dan panti asuhan yang didirikan untuk anak-anak dan ibu yang
terinfeksi HIV/AIDS. Penggagas rumah aira sendiri yang saat ini
berprofesi sebagai perawat di salah satu Rumah Sakit Swasta di
Semarang juga berperan sebagai Pendamping ODHA di Rumah
Singgah Aira.
Ketika peneliti menanyakan sejak kapan Rumah Singgah Aira ini
didirikan dan apa motivasi mendirikan Rumah singgah Aira ini. Lebih
lanjut penggagas sekaligus yang berperan sebagai pendamping ini
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menjelaskan bahwa Rumah Aira sendiri diresmikan pada tanggal 26
Oktober 2015. Latar belakang didirikannya Rumah Singgah Aira ini
bermula dari ketika informant melihat kondisi seorang anak balita,
dalam kondisi yang sangat memprihatinkan kurus kering. Ditambah lagi
si anak mendapat perlakuan diskriminasi di lingkungan tempat
tinggalnya dan tidak mempunyai kawan.
“Selain itu mata informant semakin terbuka ketika sering
membantu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota
Semarang. Dimana ternyata masih banyak anak yang senasib dengan
anak tersebut yang kondisinya terus memburuk bahkan ada yang
meninggal. Dari situlah informant terpanggil untuk membuat Rumah
Singgah dan panti asuhan khusus menampung anak-anak yang
terinfeksi HIV/AIDS,” terang informant
Lebih lanjut peneliti menanyakan bagaimana respon pertama kali
warga ketika tau akan didirikan Rumah Singgah dan Panti Asuhan
untuk Anak dan Ibu yang merupakan ODHA. Informant menjelaskan
bahwa awal mulanya tidak mudah, banyak dari warga sekitar rumah
singgah yang menolak dan takut hidup berdampingan dengan ODHA.
Maka dari itu informant aktif memberikan Sosialisasi dilingkungan
sekitar. Tujuannya yaitu mengurangi stigma negatif masyarakat
terhadap ODHA yang dianggap mengidap penyakit yang memalukan.
Lamban laun warga sekitar rumah singgah airapun sudah mulai
menerima keberadaan Rumah singgah tersebut. Bahkan untuk saat ini
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warga sekitar sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan penghuni rumah
singgah tersebut dari mulai kegiatan mengobrol hingga membiarkan
anak-anaknya pun bermain dengan anak-anak yang berada di dalam
rumah singgah aira.
Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana pendanaan atau
anggaran di Rumah Singgah Aira. Dengan ramah informant
menjelaskan bahwa pendanaan saat ini, berasal dari cinta kasih dari
teman-teman informant dan warga semarang, talent/relawan, event-
event dan setiap kali melakukan penyuluhan informant dan team
relawan langsung melakukan penggalangan dana.
Berkaitan dengan pendampingan terhadap ODHA, peneliti
menanyakan bentuk dampingan seperti apa yang diberikan terhadap Ibu
dan anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS ini. Lebih lanjut
informant menjelaskan sebagai pendamping upaya pertama kali dalam
pendampingan yaitu memberikan motivasi terhadap ibu untuk tetap
membangkitkan semangat hidupnya karena meskipun penyakit
HIV/AIDS ini tidak dapat disembuhkan namun dapat diperpanjang
masa hidupnya dengan rutin terapi minum ARV. Selain itu sebagai
pendamping juga berupaya menjaga komitment dan kedisiplinan dari
para ibu tersebut untuk rutin minum ARV karena obat tersebut harus
diminum tiap hari dan tidak boleh terlambat. Kemudian pendamping
juga memantau kesehatan dari ibu dan anak tersebut. Untuk anak yang
sudah dinyatakan positif HIV/AIDS biasanya pendamping juga
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melakukan perlakuan yang hampir sama terhadap terapi minum ARV.
selain mendampingi anak dalam urusan terapi ARV pendamping juga
memastikan mengenai kebutuhan asupan gizinya. Jika anak dinyatakan
positif HIV/AIDS dalam usia 0-2 tahun, maka pendamping akan
memberikan penjelasan kepada ibunya bahwa untuk pemberian ASI
bisa dihentikan dan digantikan dengan susu formula.
Selain itu peneliti juga menanyakan pendapat informant tentang
bagaimana pemenuhan hak-hak anak pengidap HIV/AIDS. Kemudian
informant menanyakan hak-hak seperti apa yang dimaksud. Lebih
lanjut peneliti menjelaskan yaitu yang pertama mengenai hak anak atas
kelangsungan hidup dimana yang di maksud adalah hak atas hidup dan
kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak serta hak atas
kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya informant
menjelaskan bahwa menurut informant kalau mengenai hak atas
kesehatan, para anak-anak pengidap HIV/AIDS ini sudah didampingi
untuk mendapatkan obat ARV secara gratis karena memang sudah
disubsidi dan aksesnya pun mudah. Selain itu juga pendamping
melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan si anak dalam meminum
obat serta berupaya memberikan penjelasan dan pengertian kepada si
anak kenapa mereka harus meminum obat setiap hari. mereka juga
mendapat pendampingan dari para pendamping untuk masalah
perawatan dan pengobatan.
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“Kalau berkaitan dengan mempertahankan hidup, perawatan dan
pengobatan dengan ARV itulah yang saat ini menjadi upaya untuk tetap
mempertahankan Hidup mereka. Selain itu dengan adanya Rumah
singgah ini diharapkan bisa memenuhi salah satu kebutuhan anak
dengan HIV/AIDS untuk memiliki tempat tinggal tetap yang sesuai
dengan kebutuhan kesehatannya. Karena Rumah singgah ini memang
diperuntukkan bagi anak dengan HIV/AIDS yang tidak lagi diterima
oleh keluarganya.” Tambahnya.
Yang kedua mengenai Hak atas perlindungan dimana yang
dimaksud yaitu hak atas perlindungan dari diskriminasi, tindak
kekerasan dan penelantaran. Menurut informant mengenai diskriminasi
sendiri memang masih dirasakan oleh para ODHA dan pula dirasakan
oleh anak-anak dengan HIV/AIDS. Dimana masih sering ditemukan
orang yang bersikap takut untuk berdekat dengan anak-anak dengan
penyakit HIV/AIDS tak jarang juga masih ada yang menghina
mengenai penyakit yang dideritanya saat ini. Kalau mengenai
penelantaran, ada beberapa kasus memang dimana ketika anak
mengidap penyakit HIV/AIDS keluarga intinya seperti ayah dan ibu
sudah meninggal, keluarga lainnya enggan untuk merawatnya karena
takut tertular. Namun untuk saat ini menurut informant sudah banyak
organisasi yang fokus terhadap issu HIV/AIDS, seperti adanya
WPA(Warga Peduli AIDS) dan LSM-LSM yang berfokus terhadap issu
HIV/AIDS. Sehingga dengan adanya partisipasi dari banyak pihak
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tersebut diharapkan mampu mengurangi stigma buruk masyarakat serta
mengurangi deskriminasi terhadap ODHA dan juga anak-anak yang
memang sudah dinyatakan positif HIV/AIDS.
Yang ketiga peneliti menanyakan mengenai pendapat informant
mengenai pemenuhan hak anak atas perkembangan. Hak Atas
Perkembangan yang dimaksud yaitu hak untuk memperoleh akses
pendidikan baik pendidikan formal atau nonformal. Informant
menjelaskan bahwa untuk masalah pendidikan mungkin memang tidak
mengalami masalah ketika memang pihak sekolah dan yang lainnya
tidak mengetahui tentang status kesehatannya.
Yang keempat peneliti menanyakan mengenai pendapat informat
tentang pemenuhan hak anak Untuk Berpartisipasi. lebih lanjut peneliti
menjelaskan yang dimaksud dengan hak anak untuk berpartisipasi yaitu
meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang
mempengaruhi anak. Menurut informant saat ini anak sendiri belum
mampu menentukan mana yang terbaik untuk dirinya sendiri.
Contohnya ketika anak mulai menanyakan tentang kondisi dirinya,
kenapa harus minum obat setiap hari, tak jarang pula ada yang sudah
mulai menolak untuk minum obat. Disinilah peran pendamping mulai
mengalami sedikit kesulitan. Pendamping sendiri tidak bermaksud
untuk tidak menghargai keputusan anak untuk menolak minum obat
tapi pendamping hanya berupaya yang terbaik untuk anak. Sedikit demi
sedikit mencoba menjelaskan kondisi dan keadaan si anak yang
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memang diharuskan minum obat setiap harinya, dengan menggunakan
bahasa yang memang dapat dimengerti anak-anak.
4. Hasil Wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Keluran (LPMK)
Wawancara dilakukan dengan informant yang merupakan Ketua LPMK
tingkat Kota sekaligus penggerak Warga Peduli AIDS (WPA). LPMK
sendiri merupakan mitra pemerintah kota semarang yang dibentuk
berdasakan Undang-Undang yang bertugas sebagai jembatan, penyalur,
penyebaran sosialisai program Pemerintah mulai dari pembangunan
infastruktur. Selain itu LPMK sendiri urusannya mengenai perencaan
pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian pembangunan.
Sedangkan WPA sendiri merupakan Organisasi di bawah LPMK.
Peneliti menanyakan kepada informant mengenai tugas dari WPA.
Selanjutnya informant menjelaskan bahwa WPA sendiri bertugas
memberikan penyuluhan kepada warga untuk berperilaku sehat dan
meningkatkan ketahanan keluarga. Selain itu WPA juga berperan serta
dalam kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dengan cara aktif dalam
kegiatan sosialisasi mengenai HIV/AIDS. Sekaligus mendorong setiap
warga yang beresiko terhadap penularan HIV/AIDS untuk
memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT. Tak jarang juga ketika
WPA melakukan sosialisasi juga sekaligus melakukan VCT yang tentu
bekerjasama dengan tenaga kesehatan. Informant juga menegaskan
bahwa WPA disini hanya sebagai penjangkau. Dimana ketika
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ditemukan orang dengan HIV/AIDS selanjutnya mengantarkan
kelayanan yaitu puskesmas Untuk mendapat pengobatan dan
pendampingan.
Selanjutnya peneliti juga menanyakan pendapat informant
mengenai masalah stigma negatif dan diskriminasi terhadap ODHA.
Informant menjelaskan bahwa stigma dan diskriminasi itu pasti ada
tetapi sudah mulai sedikit ada pencerahan. Oleh karena itu, WPA
sebagai penjangkau sekaligus perpanjangan tangan dari KPA gencar
melakukan sosialisasi. Responden juga menegaskan bahwa dalam
memberikan pemahaman warga terhadap HIV/AIDS memang
memerlukan waktu. Karena untuk benar-benar paham memang harus
melalui beberapa tingkat yaitu dari tidak tau menjadi tau setelah tau
menjadi mau setelah mau baru masuk ketingkat mampu yang artinya
bukan hanya sekedar memahami tentang HIV/AIDS tapi juga mampu
ikut dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS tersebut.
5. Hasil Wawancara dengan Anak Pengidap HIV/AIDS atau Yang
Mewakili (Keluarga atau Pendamping)
Peneliti melakukan wawancara terhadap 4 anak dengan HIV/AIDS
atau yang mewakilinya baik orangtua, keluarga ataupun pendamping.
Dimana dari 4 anak pengidap HIV/AIDS ada 2 anak yang sudah open
status dan tinggal dirumah Singgah Aira kemudian 2 anak lagi yang belum
open status ini tinggal dan dirawat keluarganya.
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Peneliti pertama kali melakukan wawancara di rumah Singgah Aira.
Dimana dirumah singgah tersebut terdapat 2 orang anak yang mengidap
penyakit HIV/AIDS. Kedua anak tersebut merupakan kakak beradik yang
berusia 7 tahun dan 2,5 tahun. Menurut informasi dari pendamping Rumah
Singgah Aira sekaligus sebagai wali dari ke-2 anak tersebut menjelaskan
bahwa kedua orangtua anak tersebut meninggal karena Penyakit
HIV/AIDS dan keluarga terdekatnya yang berbeda rumah enggan merawat
karena takut tertular dan takut ikut dikucilkan. Bukan hanya itu saja,
semenjak warga sekitar mengetahui kondisi kesehatan keluarga tersebut
warga mulai mengucilkan dan tak jarang juga menghina keluarga tersebut
terkait dengan penyakit yang diderita saat ini. Setelah ditelantarkan oleh
keluarganya kedua anak tersebut tinggal dirumah singgah aira. ketika
diantarkan pertama kali kerumah singgah aira, kondisi kedua kakak
beradik tersebut cukup memprihatinkan. Dimana kondisi badan keduanya
yang sudah kurus diperparah lagi dengan kondisi kesehatan sang adek
yang sudah terkena TB juga.
Kemudian 1 orang lagi anak pengidap HIV/AIDS yang berusia 1
tahun yang merupakan anak dari ibu muda (17th) yang statusnya juga
terinfeksi HIV/AIDS. Ibu tersebut menceritakan bahwa dulu memang
sebelum menikah sempat beberapa kali berganti pasangan dalam
berhubungan badan. Sampai akhirnya si ibu tersebut hamil kemudian baru
menikah. Beberapa bulan setelah pernikahan kondisi si suami mulai sakit-
sakitan dari demam, batuk hingga diare yang berkepanjangan yang
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mengakibatkan berat badan suami turun drastis. Dari situlah suami
diajurkan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan tes HIV/AIDS dan
hasilnya ternyata positif HIV/AIDS. Setelah ditelusuri ternyata suaminya
juga mempunyai masalalu yang sama yang cukup kelam. Tak lama
kemudian suaminya meninggal dan keluarga dari  suaminya tidak mau lagi
menampungnya karena menganggap penyakit tersebut adalah sebuah
kutukan. Padahal waktu itu kondisi si ibu muda tersebut sedang hamil tua.
Setelah kejadian tersebut si ibu muda ini tak berani menceritakan
kondisinya kepada siapapun bahkan kepada keluarganya sendiri. Ketika
bersalin pun dia merahasiakan status kesehatannya. Selain itu dia juga
berfikir bahwa ini tidak akan menular pada anaknya tapi Setelah 4 bulan
anak tersebut  lahir, anak tersebut mulai menunjukkan gejala yang hampir
sama dengan ayahnya yaitu demam dan BAB terus menurus. Karena
merasa khawtir akhirnya si ibu juga melakukan tes HIV/AIDS kepada
anaknya dan hasilnya pun positif. Dari situlah si ibu muda ini baru berani
menceritakan kondisinya kepada keluarga intinya. Setelah mengetahui
kondisinya dan sang anak si ibu ini mulai rutin melakukan pemeriksaan
dan pengobatan ke Rumah Sakit. Selain itu juga dia berusaha mematuhi
aturan yang ada dalam meminum obat ARV oleh karena itu saat ini
kondisi si anakpun sudah cukup membaik karena memang si ibu muda ini
berusaha disiplin dalam pemberian ARV. Si ibu juga menjelaskan bahwa
ketika si anak juga dinyatakan positif HIV/AIDS ibu diberikan konseling
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oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit untuk menghentikan
pemberian ASI dan menggantikannya dengan susu formula.
Kemudian 1 orang lagi informant/narasumber yang belum open status,
mereka menjelaskan bahwa warga sekitar memang belum mengetahui
kondisi kesehatan anaknya dan dirinya sehingga mereka sendiri memang
tidak begitu merasakan diskriminasi dari masyarakat sendiri. Mereka juga
mengaku lebih menutup diri terhadap lingkungan karena khawatir warga
sekitar mengetahui kondisi statusnya saat ini.
Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai pengobatan ARV
Sendiri. Keempat anak pengidap HIV/AIDS atau walinya tersebut
menjelaskan bahwa untuk akses mendapat obat ARV cenderung mudah
dan lancar. Responden juga menegaskan bahwa obat ARV setiap bulannya
juga gratis. Selain itu juga ada pendampingan dari beberapa LSM.
C. PEMBAHASAN
1. Implementasi Peraturan-Peraturan yang Menjamin Perlindungan
Hak Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDSdi Kota Semarang
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak
juga mempunyai hak asasi dan martabat seutuhnya. Sehingga Negara
harus wajib melindungi hak-hak anak tersebut. Perihal hak asasi anak,
maka dapat dipahami bahwa hak asasi anak berarti kebutuhan yang
bersifat mendasar dari anak. Kemudian untuk mencapai tujuan
perlindungan hak asasi anak ini, maka perlu diusahakan suatu kondisi
dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
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Berdasarkan Konvensi Hak Anak, ada empat kategori hak-hak
anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh
kembang, hak untuk perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.
Sehingga dalam upaya mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan
anak ini, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat
menjamin pelaksanaannya.
Indonesia sendiri telah meratifikasi Konveksi Hak Anak melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus
1990. Ini artinya sejak dikeluarkannya Keppres tersebut Indonesia
secara teknis mengingatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang
terkandung dalam konvensi tersebut.
Kemudian sebagai implementasinya pemerintah Indonesia telah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang sekarang sudah mengalami perubahan
menjadi Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014. Dalam pasal 3
menjelaskan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera.” Selain itu pada pasal 59 ayat (1)
Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa
“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya
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berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan
Khusus kepada Anak”. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam
ayat tersebut salah satunya diberikan kepada anak dengan HIV/AIDS.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (vide pasal 28B ayat 2) juga
ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk
kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menjamin
dan melindungi anak dari penelantaran. Pasal 52 ayat (1) menentukan
bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga,
masyarakat dan negara”. Pasal 58 ayat (1) menentukan bahwa “setiap
anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala
bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk dan
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya
atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan
anak tersebut”. Selain melindungi dan menjamin anak dari tindak
penelantaran, dalam pasal 11 Undang-Undang Hak Asasi manusia
juga menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pemenuhan
kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.
Selain itu sebagai upaya Pencegahan Penularan HIV kepada Anak
pengidap HIV/AIDS diKota Semarang terdapat kebijakan atau
program mengenai pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak
(PPIA). Dimana dalam Pelaksanaan program tersebut Dinas
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Kesehatan Kota Semarang mengacu pada  Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pencegahan
Penularan HIV dari Ibu ke Anak. Dalam Permenkes ini juga
dijelaskan mengenai pemberian dukungan psikologis, sosial dan
perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya.
Sehingga diharapkan dengan adanya dukungan psikososial yang baik,
ibu dan anak pengidap HIV/AIDS ini mampu bersikap optimis dan
bersemangat mengisi kehidupannya. Diharapkan juga ia akan
bertindak bijak dan positif untuk senantiasa menjaga kesehatan diri
dan anaknya.
Di sini terlihat bahwa sebagai bentuk kewajiban dan
tanggungjawab negara dalam upaya melindungi Hak Asasi Manusia
termasuk didalamnya juga Hak Asasi Anak. Maka sudah dibentuk
beberapa Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya
menjelaskan tentang jaminan perlindungan terhadap  Hak Asasi Anak.
Selain itu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan yang terkait dalam
upaya perlindungan anak tersebut sudah saling mendukung dan
menguatkan.
2. Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Pengidap Penyakit
HIV/AIDS di Kota Semarang
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Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan belum
mampu membuat keputusan mana yang baik dan kurang baik ataupun
tidak baik. Keadaannya masih tergantung kepada orang dewasa, baik
secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan
untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua,
keluarga, masyarakat maupun pemerintah/negara untuk menjamin,
memelihara dan mengamakan kepentingan anak.
Konvensi hak-hak anak “Convention on the Rights of the child
(CRC)” yang telah disahkan oleh PBB secara umum telah diterima
dan diadopsi hampir semua bangsa di dunia yang di dalamnya
tercakup tiga nilai utama yaitu nilai perlindungan (protection), nilai
kelangsungan hidup (survival), nilai perkembangan anak
(development). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak
Anak tersebut. Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk
melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tersebut dan memenuhi hak-
hak anak sesuai dengan butir-butir konvensi.
Dalam kasus anak dengan HIV, posisi rentan menjadi sesuatu
yang tumpang tindih. Status anak sendiri sudah dinyatakan sebagai
kelompok rentan. Ditambah lagi infeksi HIV dalam tubuhnya yang ia
peroleh dari orang tuanya menjadikannya semakin rentan terhadap
diskriminasi. Untuk itu, perlu peran aktif dari negara untuk
melindungi anak-anak dengan HIV. Sebab, prinsip non-diskriminasi
merupakan salah satu prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak yang
75
meliputi (1) nondiskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak,
(3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (4)
penghargaan terhadap pendapat anak.
Berdasarkan data yang diambil dari lapangan, Diskriminasi
terhadap anak dengan HIV dapat terjadi karena beberapa faktor,
pertama kurangnya informasi masyarakat menggenai cara-cara
penularan penyakit HIV. Selama ini masyarakat masih menjauhi
orang atau anak dengan HIV karena kekhawatiran mereka terkait
penularan HIV. Padahal penularan HIV tidaklah semudah yang
mayoritas masyarakat selama ini percaya. Hal inilah yang
menyebabkan masyarakat menjauhi orang atau anak dengan HIV.
Kedua, masyarakat yang masih menempatkan orang atau anak
dengan HIV sebagai pembawa malapetaka. Sebagian besar
masyarakat masih berpandangan bahwa HIV merupakan penyakit
yang menjadi konsekuensi perbuatan-perbuatan amoral pengidapnya.
Pandangan semacam itu akan mengakibatkan dampak yang sangat
negative pada anak dengan HIV, sebab akan mempengaruhi
perkembangan mental dan psikis anak tersebut ke depannya.
Seharusnya anak tersebut diposisikan sebagai korban mengingat data
dari Kemenkes menyebutkan bahwa 90% anak dengan HIV
mendapatkan penyakit tersebut dari orang tuanya dan bahkan data dari
lapangan dengan sample 4 anak dengan HIV semuanya mendapat
penyakit tersebut dari orang tua mereka.
76
Memang diskriminasi terhadap ODHA dan ADHA ini masih
dirasakan dibeberapa tempat tetapi tak jarang juga sudah banyak
warga yang peduli dan melek akan penyakit HIV/AIDS ini. Terbukti
dengan dengan adanya rumah singgah yang didirikan untuk ibu dan
anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS di Kota Semarang, yang saat
ini mampu diterima dengan tangan terbuka oleh warga
sekitar.Walaupun diawal memang ada penolakan. Selain itu juga
sudah ada yang namanya Warga Peduli AIDS yang tugasnya juga
memberikan sosialisasi-sosialisasi yang diharapkan kedepan mampu
mengurangi stigma dan diskriminasi yang ada saat ini.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 4
responden,juga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak atas
kelangsungan hidup rata-rata sudah terpenuhi dimana salah satu upaya
pemenuhan hak tersebut yakni atas akses terhadap ARV sudah diatur
dan digratiskan oleh pemerintah. Selain itu mereka juga mendapatkan
motivasi dan pendampingan dari para pendamping ODHA untuk tetep
memiliki motivasi hidup lebih baik dan kedisiplinan untuk meminum
ARV. Selanjutnya pemuhan hak anak atas perlindungan juga dirasa
sudah terpenuhi dimana ketika masih ada anak pengidap penyakit
HIV/AIDS  yang merasakan penelantaran keluarganya dan
diskriminasi, pihak-pihak terkait seperti KPA, DKK dan LSM  tentu
akan saling bekerjasama untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai
upaya penanganannya biasanya anak akan dititipkan dirumah singgah
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atau panti. Dipanti inilah nantinya si anak akan mendapat
perlindungan dari pendamping atas tindak diskriminasi. Selain itu
dirumah singgah atau panti inilah si anak akan mendapatkan tempat
tinggal yang layak, asupan gizi yang sesuai dan pengawasan akan
akses ARV serta pengawasan dalam si anak meminum ARV.
3. Dukungan dan Hambatan Yang dialami Dalam Pemenuhan Hak
Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS di Kota Semarang
Dalam upaya pemenuhan hak anak pengidap penyakit HIV/AIDS
di kota semarang ini tentu ada faktor pendukung dan penghambatnya.
Berdasarkan wawancara dan kenyataan di lapangan serta teori yang
dipakai bahwa faktor pendukung dalam pemenuhan hak anak tersebut
adalah adanya peraturan yang mengatur hak-hak anak baik hak atas
kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak atas tumbuh kembang
dan hak untuk ikut berpartisipasi yang sudah tertuang dalam Konvensi
Hak Anak. Selain itu, adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan
Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak yang mengatur tindakan preventif
penyebaran HIV dari ibu ke anak ini juga merupakan salah satu upaya
pendukung kerena dengan adanya peraturan tersebut dapat dilakukan
pencegahan sedini mungkin akan penularan penyakit terhadap anak.
Selain itu faktor pendukung dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS, Dinas Kesehatan Kota Semarang juga
memiliki peran penting didalamnya. Dimana pemberian dana APBD
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yang melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada KPA
merupakan salah satu dukungan dari pemerintah daerah kota semarang
untuk upaya menanggulangi HIV/AIDS. Selain dukungan dana,
dukungan lainnya juga diberikan kepada KPA dari DKK dalam
bentuk aktif mengikuti kegiatan yang dibentuk KPA. Tak jarang pula
DKK diminta bantuan menjadi narasumber di kegiatan KPA.
Selanjutnya dengan sudah adanya WPA (Warga Peduli Aids) di
kota semarang, tentu menjadi salah satu dukungan terhadap upaya
pemenuhak hak anak. Dimana WPA ini berperan aktif dalam kegiatan
penanggulangan HIV/AIDS dengan cara melakukan kegiatan
sosialisasi mengenai HIV/AIDS dan anti diskriminasi. Sehingga
dengan adanya WPA ini setidaknya mampu mengurangi stigma buruk
masyarakat terhadap Odha maupun Adha.
Selain faktor pendukung juga ada faktor-faktor penghambat
dalam upaya pemenuhan hak anak. Dimana yang menjadi faktor
penghambat adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman warga
mengenai Penyakit HIV/AIDS dan cara penyebarannya. Ini terlihat
masih adanya stigma buruk dan diskriminasi terhadap ODHA.
Kemudian Hambatan sendiri merupakan segala sesuatu yang
menjadikan pelaksanaan program tidak lancar dan hasilnya menjadi
tidak maksimal, hambatan sering kali muncul dalam pelaksanaan
suatu program kebijakan, masih dijumpai berbagai hambatan yang
perlu diatasi untuk mencegah agar tidak menjadi hambatan yang
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terjadi secara berulang-ulang. Beberapa hambatan pada
penyelenggaraan kegiatan Komisi Penanggulanga AIDS Kota
Semarang yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :
Anggaran yang masih minim untuk program pencegahan HIV/AIDS
yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Kota Semarang
secara merata.
